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ABSTRAK 
 

 

MEKANISME PENGADMINISTRASIAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF DI 

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN 
 

Melaporkan SPT Tahunan merupakan kewajiban dari setiap wajib pajak di 
setiap tahunnya. Namun ada beberapa wajib pajak yang sudah tidak lagi memiliki 

kriteria sebagai wajib pajak aktif yang dapat ditetapkan sebagai wajib pajak non 
efektif. Diantaranya adalah pensiunan yang sudah tua dan / atau tidak memiliki 
penghasilan lagi. Mereka memiliki kendala dalam melakukan lapor SPT secara 

online dikarenakan kelupaan password, email, dan nomor e-Fin yang seharusnya 
mereka sudah tidak wajib lagi melakukan itu. Permasalahan dalam penelitian ini 

adalah bagaimana mekanisme pengajuan permohonan sebagai wajib pajak non 
efektif dan pengaktifannya kembali. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengajuan permohonan 
sebagai wajib pajak non efektif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode wawancara, studi pustaka, observasi dan analisis data 
yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. 

 

Hasil penelitian yang di dapat bahwasanya terdapat 2 (dua) cara dalam 
mengajukan permohonan sebagai wajib pajak non efektif, yaitu melalui permohonan 
wajib pajak sendiri dan secara jabatan. Melalui permohonan wajib pajak sendiri 
terbagi 2 (dua), yaitu secara manual melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dan 
secara online melalui aplikasi e-Registration. 

 

Kata kunci: Wajib Pajak Non Efektif, SPT 
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BAB I 
 

 

PENDAHULUAN 
 

 

1. 1 Latar Belakang 
 

 

Pajak dianggap sebagai sumber pendapatan negara paling ideal 

daripada sumber-sumber lainnya dikarenakan pajak merupakan iuran atau 

pungutan negara yang resmi berdasarkan undang-undang. Berdasarkan 

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat”. Pajak berperan sangat penting karena pajak merupakan 

salah satu sumber penerimaan negara yang dapat menjamin kelangsungan 

pembangunan sosial. 

 

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 mencapai Rp 1.226,65 

triliun atau 80,29% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) yaitu senilai Rp1.557,6 triliun, jumlah tersebut masih terpaut sekitar 

19% dari target APBN 2019. Shortfall penerimaan pajak 2019 melebihi 

Rp200 triliun dari target. Nilai tersebut melonjak dua kali lipat dari shortfall 

penerimaan pajak di tahun-tahun sebelumnya yaitu ditahun 2017 sebesar 
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Rp136,1 triliun dan ditahun 2018 sebesar Rp108,03 triliun 

(kontan.co.id: Rahma Anjaeni : 01 januari 2020 23:43). 

 

Menurut Setiawan (2014) (didalam feny ika irianti 2018) , menyatakan 

bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari 

dalam diri Wajib Pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas 

tanpa adanya unsur paksaan. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, kepatuhan 

wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dapat meningkat. 

 

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Suardana (2014) (didalam feny 

ika irianti (2018)) bahwa kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak. Indonesia termasuk dalam kategori terendah, oleh 

karena itu perlu adanya terobosan untuk menggali potensi pajak baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif. Kantor Pelayanan Pajak juga mengupayakan 

secara kuantitatif dan secara kualitatif agar jumlah Wajib Pajak terus 

bertambah dan juga untuk melakukan control terhadap jumlah Wajib Pajak. 

 

Kurang nya pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban 

perpajakannya sangat mempengaruhi proses penerimaan pajak yang baik. 

Didalam wajib pajak terdaftar juga terdapat banyak wajib pajak yang sudah 

tidak menjalankan usahanya / tidak melakukan pekerjaan bebas, tetapi wajib 
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pajak tersebut belum melakukan permohonan Wajib Pajak Non Efektif. Hal 

ini yang membuat berkurangnya penerimaan pajak. 

 

Berdasarkan pengalaman penulis, didapati beberapa keluhan atau pun 

masalah terhadap wajib pajak yang sudah tidak memenuhi kriteria sebagai 

wajib pajak aktif lagi, misalnya adalah pensiunan yang sudah tua yang tidak 

memiliki penghasilan ataupun tidak melakukan usaha dan wajib pajak yang 

memiliki penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 

Mereka dapat dijadikan sebagai Wajib Pajak Non Efektif. Terutama untuk 

wajib pajak yang kesulitan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan 

(SPT) setiap tahunnya dikarenakan kelalaian dalam menyimpan nomor E-fin, 

lupa password DJP online dan email, tidak memiliki email, tidak mengerti 

dengan sistem online, dan segala macamnya. Itu membuat proses pelaporan 

menjadi sedikit terhambat. Selama penulis menjadi petugas E-filling didapati 

notifikasi atau pemberitahuan pada aplikasi E-filling bahwasanya wajib pajak 

yang memiliki penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

tidak wajib melaporkan SPT. 

 

Dalam hal ini penulis bermaksud untuk membantu memberitahukan 

kepada masyarakat baik itu wajib pajak pensiunan yang tidak lagi memiliki 

penghasilan dan tidak melakukan usaha apapun, maupun Wajib Pajak yang 

memiliki penghasilan dibawah PTKP, dan Wajib Pajak yang sudah tidak 

menjalankan usaha, serta wajib pajak yang sudah tidak memiliki kriteria 
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sebagai wajib pajak aktif mengenai tata cara untuk mengubah status Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP) mereka menjadi Wajib Pajak Non Efektif. 

Apabila sewaktu-waktu wajib pajak tersebut melakukan usaha dan memiliki 

penghasilan dapat mengaktifkan kembali statusnya sebagai wajib pajak aktif 

dan kembali melakukan kewajiban perpajakannya. Dikarenakan kurangnya 

kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, maka penetapan Wajib 

Pajak Non Efektif terkadang lebih banyak yang diusulkan oleh Kantor pusat / 

kantor wilayah dan / atau Account Representative setelah melakukan 

penelitian terhadap wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan data wajib 

pajak yang telah ada. 

 

KPP Pratama Pekanbaru Tampan juga melakukan pemeriksaan 

terhadap wajib pajak yang sudah tidak melakukan usaha / pekerjaan bebas dan 

telah menjadi Wajib Pajak Non Efektif. Berikut daftar Wajib Pajak Non 

Efektif dari tahun 2017-2019. 

 

Tabel 1.1 

Wajib Pajak Non Efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru 

Tampan  
No Tahun Wajib Pajak Terdaftar Wajib Pajak Non Efektif 

    

1. 2017 189.218 112.392 

    

2. 2018 202.398 112.507 

    

3. 2019 214.902 112.585 

     
Sumber:Database lokal KPP Pratama Pekanbaru Tampan 
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Berdasarkan tabel 1.1 jumlah Wajib Pajak Non Efektif tahun 2017 

sebanyak 112.392. ditahun 2018 dan 2019 masing-masing sebanyak 112.507 

dan 112.585 Wajib Pajak Non Efektif. Menurut KPP Pratama Pekanbaru 

Tampan lebih banyak yang menggunakan secara manual langsung datang ke 

KPP yaitu dengan mengisi formulir permohonan dan surat pernyataan wajib 

pajak non efektif yang telah disediakan pihak KPP. Walaupun sebenarnya 

permohonan Wajib Pajak Non Efektif ada juga secara elektronik yaitu dengan 

membuka situs DJP http://www.pajak.go.id dengan mengisi formulir dan 

mengirim nya melalui apkilasi, tetapi masih sangat jarang sekali wajib pajak 

yang menggunakannya, selain karena secara manual lebih mudah dan wajib 

pajak jadi lebih paham dan mengerti dibandingkan dengan cara elektronik 

yang kebanyakan wajib pajak masih awam dan kurang mengerti dalam 

menggunakannya. 

 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membuat 

Laporan Tugas Akhir dengan mengambil judul “Mekanisme 

Pengadministrasian Wajib Pajak Non Efektif di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Pekanbaru Tampan”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 
 

 

Berdasarkan uraian Latar belakang yang diungkapkan maka rumusan masalah nya 

adalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana Mekanisme Pengadministrasian Wajib Pajak Non Efektif pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan? 

 
2. Bagaimana cara mengaktifkan kembali status wajib pajak non efektif? 

 

3. Apa kendala dan upaya KPP untuk memproses/menghadapi Wajib Pajak 

Non Efektif? 

 
1.3 Tujuan Dan Manfaat 

 

 

1.3.1 Tujuan Laporan Tugas Akhir 
 

 

Adapun tujuan diadakannya Penulisan Laporan Tugas Akhir, yaitu: 
 

 

1. Untuk mengetahui mekanisme pengajuan permohonan sebagai wajib 

pajak non efektif beserta syarat yang diperlukan. 

 
2. Untuk mengetahui cara pengaktifan kembali status wajib pajak non 

efektif. 

 
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya KPP untuk 

memproses/menghadapi Wajib Pajak Non Efektif. 

 
1.3.2 Manfaat Penulisan Laporan Tugas Akhir 

 

 

a. Bagi Mahasiswa, Menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa 

menyangkut sistem dan prosedur dalam mengajukan permohonan sebagai 

wajib pajak non efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Tampan. 

 
b. Bagi Dinas, Agar dapat membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Pekanbaru Tampan dalam mensosialisasikan tata cara permohonan pengajuan 

 

 

6 



 

 

 
 
 

 

sebagai wajib pajak non efektif kepada wajib pajak yang sudah tidak memiliki 

kriteria sebagai wajib pajak aktif lagi. 

 
c. Bagi Penulis, sebagai bahan tugas akhir dalam menyelesaikan studi D III 

Administrasi Perpajakan dalam memahami mekanisme pengadministrasian 

wajib pajak non efektif di kantor pelayanan pajak pekanbaru tampan. 

 
1.4 Metode Penelitian 

 

 

1. Lokasi Penelitian 
 

 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan beralamat di Jalan Ring 

Road Arengka II (Jalan SM Amin), Pekanbaru,28293. 

 
2. Waktu Penelitian 

 

 

Penelitian ini dilakukan pada awal bulan Januari 2020 sampai dengan 

pertengahan April 2020. 

 
3. Jenis dan Sumber Data 

 
 

a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya 

berupa wawancara, pendapat, maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian 

atau hasil pengujian. 

 
b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Pekanbaru Tampan dan juga dari sumber lain yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diteliti, dalam bentuk catatan, buku-buku, dan lain 

sebagainya. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 
 

 

Pengumpulan data yang akan dilakukan penulis masih berdasarkan prosedur 

yang ditetapkan, yaitu dengan cara memaparkan hal-hal yang akan dibawakan. 

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan penulis menggunakan 4 

(Empat) teknik pengumpulan data, yaitu: 

 

1. Wawancara, yaitu dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan pada 

pihak-pihak yang berkepentingan terhadap masalah yang diteliti. 

 
2. Observasi, yaitu dengan cara pengamatan dan pencatatan langsung terhadap 

fenomena yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru tampan. 

 
3. Studi Pustaka, yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan 

buku,internet, catatan dan referensi yang berhubungan dengan laporan Tugas 

Akhir ini. 

 
4. Analisis Data, menggunakan metode deskriptif yaitu mengolah data-data yang 

telah didapat dan membandingkan masalah teori dan praktek dengan 

ketentuan tertentu, sehingga dapat ditarik kesimpulannya. 

 

 

1.5 Sistematika Penulisan 
 

 

Sistematika tugas akhir merupakan garis besar penyusunan yang bertujuan 

untuk mempermudah jalan pikiran dalam memahami keseluruhan tugas akhir yaitu 

sebagai berikut: 

 
 

 

8 



 

 

 
 
 
 

BAB I : PENDAHULUAN 
 

 

Bab ini merupakan bab yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

 

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 

 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi 

sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanabaru Tampan, Visi 

dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanabaru Tampan, Struktur 

Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanabaru Tampan, dan Uraian 

Tugas (Job Description) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. 

 

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 
 

 

Penulis menguraikan gambaran data dan mengenai mekanisme 

pengadmistrasian wajib pajak non efektif di kantor pelayanan pajak pratama 

pekanbaru tampan. 

 

BAB IV : PENUTUP 
 

 

Bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan hasil 

penelitian serta saran-saran yang diperhatikan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 

 

LAMPIRAN 
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BAB II 
 

 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 

 

2.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru 
 

 

KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal 

Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat di 

dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak. 

 
KPP Pratama Pekanbaru Tampan dibentuk pada tahun 2008 berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan kedua atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Pekanbaru Tampan yang 

memiliki tugas dan fungsi untuk mendukung tercapainya tujuan Direktorat Jenderal 

Pajak. KPP Pratama Pekanbaru Tampan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, 

pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak 

Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya 

dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat 

Jenderal Pajak, ditetapkan wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah 

sebagian wilayah kota Pekanbaru yang meliputi 5 kecamatan sebagai berikut: 
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1. Kecamatan Tampan 

 
2. Kecamatan Payung Sekaki 

 
3. Kecamatan Marpoyan Damai 

 
4. Kecamatan Bukit Raya 

 
5. Kecamatan Sukajadi 

 

Kecamatan-kecamatan yang ditetapkan sebagai wilayah kerja KPP Pratama 

Pekanbaru Tampan adalah wilayah pengembangan kota Pekanbaru dengan kegiatan 

bisnis yang berkembang pesat di bidang pemerintahan, perdagangan dan jasa. Saat ini, 

KPP Pratama Pekanbaru Tampan beralamat di Jalan Ring Road Arengka II (Jalan SM 

Amin), Pekanbaru, Riau. 

 

2.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan 
 

 

A. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan 
 

 

Menjadi unit kerja penghimpun penerimaan Negara yang terbaik demi 

menjamin kedaulatan dan kemandirian Negara. 

 
B. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan 

 

 

Melaksanakan tugas pokok dan fungsi direktorat jenderal pajak dalam rangka 

mendukung penyelenggaraan Negara yang berdaulat dan mandiri dengan: 

 
1. mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang 

tinggi dan penegakan hukum yang adil. 
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2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan 

kewajiban perpajakan 

 
3. Aparatur pajak yang berintegritas,kompeten, dan professional 

 
4. Kompensasi yang kompetatif berbasis system manajemen kenerja. 

 

2.3 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan 
 

 

Adapun bagian/ unit kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru 

Tampan adalah sebagai berikut: 

 

1. Kepala Kantor 

 
2. Kasubag Umum dan Kepatuhan Internal 

 
3. Kasi Pengolahan Data dan Informasi 

 
4. Kasi Pelayanan 

 
5. Kasi Penagihan 

 
6. Kasi Pemeriksaan 

 
7. Kasi Ekstensifikasi 

 
8. Kasi Pengawasan dan Konsultasi I,II,III,IV 

 
9. Kasi Fungsional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12 



 

 

 
 
 
 

BAGAN 2.1  
Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan  

 

 

Kepala Kantor 
 

Sony Sujati 
 
 

 

Fungsional I  
Geloryos Surbakti 

 
 

 

Sub BagianUmum  
dan  

Kepatuhan Internal 

Wilis Amri 
 
 

 

                          

Pelayanan   Pengelolaan Data   
Penagiha

n   
Pemeriksaa

n   Ekstensifikasi  
                          

Aria Bimantoro 

   

dan 
Informasi  

Supriadi Wahyu 

 

Haposan Gultom 

 

Elmon Maron           

KusumaDiantin    Ermita   Gunarso           
                          

                           

                 

Pengawasan   Pengawasan   Pengawasan   Pengawasan 

 dan   dan   dan   dan 

 Konsultasi I    
Konsultasi 

II   Konsultasi III    
Konsultasi 

IV 
          

Agus Budi 

    

Gatot Sukoco  Harli Tjandra     Slamet 

Simarangkir        Setiyawan   Priyanto 
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2.4 Uraian Tugas (Job Description) Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

 

Pekanbaru Tampan 
 

 

Tugas bagian/unit kerja yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Pekanbaru Tampan mempunyai unit kerja masing-masing yaitu: 

 

1. Kepala Kantor 

 

a.  Mengkordinasikan penyusunan rencana kerja kantor pelayanan pajak 

 

 sebagai bahan penyusunan rencana strategis kantor wilayah. 

b. Mengkordinasikan  penyusunan  rencana  pengamanan  penerimaan 

 pajak  berdasarkan  potensi  pajak,  perkembangan  kegiatan  ekonomi 

 keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu. 

c. Mengkordinasikan  pelaksanaan  tindak  lanjut  kesepahaman  sesuai 

 arahan kepala kantor wilayah. 

 

d. Mengkordinasikan rencana percairan dana strategis dan potensi dalam 

rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan. 

 
e. Mengkordinasikan pengelolaan data guna menyajikan informasi 

perpajakan. 

 

2. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal 
 

 

Mengkordinasikan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur 

kegiatantata usaha dan kepegawain, keuangan serta rumah tangga perlengkapan 

untuk menunjang kelancaran tugas kantor pelayanan pajak. 
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3. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi 
 

 

Melakukan pengumpulan, Pencairan dan pengelolaan data, Penyajian 

informasi perpajakan, Perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha 

penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, pelayanan dukungan teksi 

komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e- Filing pelaksanaan I-SISMIOP 

dan SIG serta penyiapan laporan kinerja. 

 
4. Seksi Pelayanan 

 

 

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum 

perpajakan , pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan 

dan pengelolaan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, 

penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan 

kerja sama perpajakan. 

 
5. Seksi Penagihan 

 

Adapun tugas seksi penagihan : 

 

a. Membuat keputusan atas permohonan angsuran /penunda pembayaran 

piutang pajak dari wajib pajak. 

 
b. Member Surat Tagihan (ST). 

 
c. Penerbitan surat pemerintah penagihan sengketa terhadap wajib pajak 

 

tertentu (wajib pajak yang mempunyai edikad baik untuk melakukan 

pembayaran pajak). 
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d. Pemeriksaan dalam rangka penagihan. 

 
e. Memberikan Surat Paksa (SP). 

 

f. Membuat surat permintaan pemblokiran rekening Bank wajib pajak 

(apabila wajib pajak memiliki rekening bank). 

 
g. Menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP). 

 

h. Membuat daftar usulan penghapusan pajak yang kadaluarsa penagihan 

pajak. 

 
6. Seksi Pemeriksaan 

 

Mempunyai tugas melakukan usulan pemeriksaan, penyusunan 

rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, 

penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, serta 

administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. 

 
7. Seksi Ekstensifikasi 

 

Prosedur seksi ekstensifikasi perpajakan: 

 

a. Tata cara pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian lapangan 

 
b. Tata cara pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor 

 
c. Tata cara pemprosesan dan penata dokumen masuk 

 
d. Tata cara penerbitan surat himbauan untuk ber –NPWP. 

 

e. Tata cara pencairan data potensi perpajakan dalam rangka membuat 

fiscal 

 
f. Tata cara penyelesain mutasi sebagai objek dan subjek pajak PBB 

 
g. Tata cara pelaksanaan penelitian individual objek PBB 
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h. Tata cara penyelesain mutasi seluruh objek dan subjek PBB 

 
i. Tata cara pemeliharaan data objek dan subjek pajak PBB 

 
j. Tata cara pembentukan / penyempurnaan 

 
k. Tata cara pembuatan daftar biaya komponen bangunan 

 
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.II.III.IV 

 

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban 

perpajakan wajib pajak, bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak dan 

konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kerja 

wajib pajak melakukan rekonsilasi data wajib pajak dalam rangka melakukan 

intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding seksi pengawasan dan 

konsultan. 

 
9. Seksi Fungsional 

 

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional 

masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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BAB IV 
 

 

PENUTUP 
 

 

4.1 KESIMPULAN 
 

 

Wajib Pajak Non Efektif yang selanjutnya disebut dengan WP NE 

adalah Wajib Pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban 

perpajakannya baik berupa pembayaran maupun penyampaian Surat 

Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan/atau Surat Pemberitahuan Tahunan 

(SPT Tahunan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan, yang nantinya dapat diaktifkan kembali (SE-89/PJ/2009). Dari 

pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa Wajib Pajak yang sudah 

mendapatkan status NPWP Non Efektif maka NPWP-nya tetap ada di Sistem 

Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) namun kepadanya tidak lagi 

memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya baik SPT 

Tahunan maupun SPT Masa. 

 

A. Mekanisme Pengajuan Permohonan Wajib Pajak Non Efektif 
 

 

Berdasarkan Penelitian yang penulis lakukan, Prosedur penetapan Wajib 

Pajak Non Efektif dilaksanakan sesuai dengan Standar Operating Procedure 

yang tercantum dalam peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 147/PMK.03/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan 
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Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Dan Pencabutan 

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 

 

Penetapan Wajib Pajak Non Efektif dapat berupa permohonan oleh 

wajib pajak atau ditetapkan melalui jabatan. Untuk permohonan oleh wajib 

pajak akan dilakukan penelitian oleh Account Representative (AR), seksi 

Pengawasan dan konsultasi I. Jika memenuhi maka akan ditetapkan sebagai 

Wajib Pajak Non Efektif. Untuk penetapan Wajib Pajak Non Efektif secara 

jabatan akan dilakukan berdasarkan usulan dari kantor pusat, kantor wilayah, 

dan / atau Account Representative untuk wajib pajak yang memenuhi kriteria 

untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif setelah dilakukan 

penelitian lebih lanjut, misalnya wajib pajak dengan kategori TLTB (telat 

lapor tidak bayar) dalam dua (2) tahun terakhir. 

 

B. Mekanisme Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif 
 

 

Pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif dilakukan dalam hal terdapat 

data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang telah 

ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif tidak lagi memenuhi kriteria sebagai 

Wajib Pajak Non Efektif atau Wajib Pajak sendiri yang mengajukan untuk 

pengaktifan kembali. KPP melakukan penelitian administrasi perpajakan dalam 

rangka pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif untuk mengetahui 

kebenaran data dan/atau informasi antara lain: 
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a. Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan 

 
b. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak 

 
c. Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas 

 

d. Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk diaktifkan kembali atau 

Wajib Pajak diketahui/ditemukan alamatnya. 

 
C. Kendala dan upaya KPP untuk memproses/menghadapi Wajib Pajak Non Efektif 

 

 

Menurut Seksi Pelayanan yaitu Muhammad Habibullah mengatakan 

bahwa Administrasi penetapan Wajib Pajak Non Efektif berjalan dengan Efektif. 

Tidak ada kendala dalam pengadministrasian Wajib Pajak Non Efektif dikantor 

Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan, tetapi upaya dari KPP Pratama 

Pekanbaru Tampan Kedepannya akan lebih meningkatkan sosialisasi tentang 

Wajib Pajak Non Efektif agar wajib pajak lebih tahu dan mengerti serta memiliki 

kesadaran tentang betapa pentingnya memenuhi kewajiban perpajakannya. 

 

4.2 SARAN 
 

 

Menurut penulis sendiri, untuk pengadministrasian Wajib Pajak Non 

Efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan berjalan dengan 

efektif. Karena untuk pengarsipan nya sendiri telah tertata dengan baik. Jadi 

apabila terdapat Wajib Pajak yang terdata dua tahun TLTB (telat lapor tidak 

bayar) maka kantor pusat / kantor wilayah dan / atau Account Representative akan 

mengusulkan untuk dijadikan Wajib Pajak Non Efektif. 
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Mungkin sedikit saran untuk KPP Pratama Pekanbaru Tampan, yaitu lebih 

mensosialisasikan tentang Wajib Pajak Non Efektif, agar wajib pajak lebih tau 

tentang Wajib Pajak Non Efektif, lebih menghimbau kepada wajib pajak agar 

tidak menjadi Wajib Pajak Non Efektif, kecuali untuk yang benar-benar sudah 

tidak bisa lagi memenuhi kewajiban perpajakannya. Agar kesadaran wajib pajak 

untuk memenuhi kewajiban nya meningkat. Karena dari data yang terdapat di KPP 

Pratama Pekanbaru Tampan sendiri dari Wajib Pajak Terdaftar, lebih dari setengah 

nya merupakan Wajib Pajak Non Efektif. Maka dari itu penerimaan pajak nya jadi 

kurang baik. Jadi kedepan nya KPP Pratama Pekanbaru Tampan agar lebih 

mensosialisasikan penting nya memenuhi kewajiban Perpajakan kepada Wajib 

Pajak. 
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LAMPIRAN  



 

 

 
 
 
 

LAMPIRAN  



 

 

 
 
 
 

LAMPIRAN  



 

 

 
 
 
 

LAMPIRAN  



 

 

 
 
 
 

LAMPIRAN 
 

 

Hasil Wawancara Dengan Seksi Pelayanan 
 

 

Hari / Tanggal : Senin, 16 maret 2020 
 

 

Jam : 10:00-11:00 
 

 

Narasumber : Muhammad Habibullah 
 
 
 
 
 

 

1. Apakah administrasi untuk wajib pajak non efektif terdata secara lengkap? 

Ada arsip tersendiri nya atau pembukuan ringan tentang Wajib Pajak Non 

Efektif? Atau hanya tersimpan dilaptop/komputer saja? 

 
Administrasi terkait penetapan Wajib Pajak Non Efektif adalah berupa 

berkas permohonan Wajib Pajak Non Efektif, uraian penelitian penetapan 

Wajib Pajak Non Efektif dan Surat Penetapan Wajib Pajak Non Efektif 

yang mana semua berkas diarsipkan pada ruang berkas KPP pekanbaru 

Tampan. 

 

 

2. Apabila ada Wajib Pajak yg 3 tahun berturut-turut tidak melapor SPT apakah 

langsung ditetapkan sebagai WPNE atau gimana? Atau WP tidak melakukan 

transaksi pmbayaran selama 2 tahun berturut-turut baru bisa dijadikan 

WPNE? 



 

 

 
 
 

 

Penetapan Wajib Pajak Non Efektif dapat berupa permohonan oleh wajib 

pajak atau ditetapkan melalui jabatan. Untuk permohonan oleh wajib pajak 

akan dilakukan penelitian oleh Account Representative (AR), seksi 

Pengawasan dan konsultasi I. Jika memenuhi maka akan ditetapkan sebagai 

Wajib Pajak Non Efektif. Untuk penetapan Wajib Pajak Non Efektif secara 

jabatan akan dilakukan berdasarkan usulan dari kantor pusat, kantor 

wilayah, dan/atau Account Representative untuk wajib pajak yang 

memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif 

setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, misalnya wajib pajak dengan 

kategori TLTB (telat lapor tidak bayar) dalam dua (2) tahun terakhir. 

 

 

3. Apakah ada agenda tersendiri untuk membahas tentang WPNE? Seperti 

sosialisasi tentang Wajib Pajak Non Efektif kepada masyarakat (Wajib Pajak) 

? atau tentang agenda penetapan Wajib Pajak Non Efektif dari Pihak KPP nya 

sendiri? 

 
Tidak ada agenda khusus, tetapi setiap awal pendaftaran dijelaskan adanya 

Wajib Pajak Non Efektif dan kondisi yang menyebabkan ditetapkan 

menjadi Wajib Pajak Non Efektif. 

 

 

4. Apakah dari pihak KPP mengirim surat/email kepada WP yang besangkutan 

setahun sekali apabila WP tersebut tidak memenuhi kewajiban 

perpajakannya? 



 

 

 
 
 

 

Pemberitahuan terkait kewajiban wajib pajak dapat berupa email pengingat 

lapor SPT tahunan, SMS blast, Surat Teguran, Surat Tagihan Pajak atau 

Surat Permintaan Data Konfirmasi oleh Account Representative kepada 

Wajib Pajak terkait pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 

 

 

5. Apakah Dari Pihak KPP mengirim surat/email kepada WP sebelum WP 

tersebut ditetapkan sebagai WPNE? Atau baru dikirim setelah penetapan 

Wajib Pajak Non Efektif? 

 
Tidak ada surat pemberitahuan yang dikirimkan kepada wajib pajak 

sebelum wajib pajak ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif. Surat 

pemberitahuan penetapan Wajib Pajak Non Efektif disampaikan pada wajib 

pajak berupa wajib pajak yang memenuhi/tidak memenuhi kriteria untuk 

ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif berdasarkan permohonan 

wajib pajak maupun secara jabatan. 

 

 

6. Apakah pengarsipan untuk WPNE diarsipkan tersendiri? Dan diarsipkan 

pertahun atau seperti apa? 

 
Pengarsipan terkait penetapan Wajib Pajak Non Efektif adalah berupa 

berkas permohonan Wajib Pajak Non Efektif , uraian penelitian Penetapan 

Wajib Pajak Non Efektif dan surat penetapan Wajib Pajak Non Efektif 

yang mana semua berkas diarsipkan pada ruang berkas KPP pada filer 



 

 

 
 
 

 

berkas masing-masing wajib pajak bergabung dengan induk berkas wajib 

pajak. 

 

 

7. apakah pengadministrasian WPNE berjalan efektif? 

 

Administrasi penetapan Wajib Pajak Non Efektif berjalan dengan Efektif. 
 
 
 

 

8. Kategori seperti apa yang lebih banyak dijadikan WPNE? Apakah WP 

Usahawan? Pensiunan? Atau WP yang sudah tidak lagi bekerja? 

 
Penetapan Wajib Pajak Non Efektif dapat dilakukan pada semua kategori 

wajib pajak, selama wajib pajak memenuhi kriteria untuk ditetapkan 

sebagai Wajib Pajak Non Efektif bisa berupa Wajib Pajak Orang Pribadi 

maupun Wajib Pajak Badan. 

 

 

9. Untuk pengaktifan kembali WPNE menjadi Wajib Pajak Aktif apakah pihak 

KPP mengirim surat/email kepada WP tentang pengaktifan kembali tersebut? 

 
Pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif dapat melalui permohonan 

oleh wajib pajak atau melalui jabatan. Nantinya ada surat pemberitahuan 

pengaktifan Wajib Pajak yang disampaikan kepada wajib pajak. 

 

 

10. Untuk WP yg hilang atau tidak diketahui tempatnya itu gimana 

 

pengadministrasian nya, apakah npwp nya dihapus atau gimana? 



 

 

 
 
 

 

Untuk wajib pajak yang tidak diketahui lokasi nya yang tidak menjalankan 

kewajiban perpajakannya diusulkan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak 

Non Efektif, sedangkan wajib pajak yang menjalankan kewajiban dan 

diketahui nomor telepon, alamat baru, atau alamat email diminta 

melakukan perubahan data sesuai dengan data terbaru sesungguhnya oleh 

Accounnt Representative masing-masing. 

 

 

11. Apakah prosedur WPNE di KPP Pekanbaru Tampan sesuai dengan undang 

undang? 

 
Prosedur penetapan Wajib Pajak Non Efektif dilaksanakan sesuai dengan 

Standar Operating Procedure yang tercantum dalam peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017 Tentang Tata 

Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib 

Pajak Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena 

Pajak. 

 

 

12. Apa saja kendala dan upaya dari pihak KPP dalam pengadministrasian 

WPNE? 

 
Tidak terdapat kendala dalam pengadministrasian Wajib Pajak Non Efektif. 

 
 
 
 

13. Apakah KPP sudah pernah melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak tentang 

WPNE? 



 

 

 
 
 
 

Sudah pernah. 
 
 
 

 

14. Kedepannya apa yg perlu ditingkatkan agar masyarakat (WP) tau tentang 

Wajib Pajak Non Efektif? 

 
Kesadaran kewajiban pelaporan oleh wajib pajak perlu ditingkatkan lagi 

agar tidak ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif. 

 

 

15. Apakah kebanyakan WPNE ditetapkan secara jabatan atau permohonan Wajib 

Pajak sendiri? 

 
Penetapan Wajib Pajak Non Efektif dapat dilakukan melalui permohonan 

wajib pajak atau jabatan sepanjang wajib pajak memenuhi kriteria untuk 

ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif. 

 

 

16. Berapa lama jangka waktu penyelesaian permohonan WPNE? Setelah Bukti 

Penerimaan Surat diterbitkan 

 
Proses penyelesaian pemohonan penetapan Wajib Pajak Non Efektif adalah 

paling lama 5 hari kerja sejak Bukti Penerimaan Surat (BPS) diterbitkan. 

 

 

17. Apakah untuk menjadi WPNE harus memiliki beberapa syarat, atau boleh 

hanya satu sarat sudah bisa mengajukan permohonan WPNE? 

 
Syarat permohonan Wajib Pajak Non Efektif adalah berupa formulir 

permohonan dan surat pernyataan Wajib Pajak Non Efektif, tidak memiliki 



 

 

 
 
 

 

tunggakan pajak, tidak sedang dalam proses pemeriksaan bukti permulaan, 

serta tidak dalam proses pengadilan pajak. Proses penelitian akan dilakukan 

untuk menentukan wajib pajak memenuhi kriteria / tidak untuk ditetapkan 

sebagai Wajib Pajak Non Efektif. 

 

 

18. Gimana pendapat pihak KPP tentang Wajib Pajak Non Efektif ini? Apakah 

sudah sesuai atau perlu diperbaiki lagi? 

 
Proses penetapan Wajib Pajak Non Efektif sudah sesuai dengan prosedur 

penetapan Wajib Pajak Non Efektif diatur dalam peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017 Tentang Tata 

Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib 

Pajak Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena 

Pajak. 
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